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Berdasarkkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat melakukan
perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
JUMLAH DAN SUMBER PEMBIAYAAN HIBAH

(1) PIHAK KESATU memberikan hibah uang kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK
mﬁ& menerima hibah uang dari PIHAK KESATU  sebesar
Rp. 13. 9’51 .807. 000 (Tiga belas milyar Sembilan ratus lima puluh satu juta

_ nana dimaksud pada ayat (1), bersumber
1 Anggaran P:ndapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan
'Eaja;xabhggamnﬁﬂlgdan?ahmanmam{)

d pada ayat (1) adalah
1 Tahun 2020 mulai dari

, setelah  pengusulan

Umum Kabupaten

an  penggunaan Belanja Hibah .
L)

yat (1), sesuai deifgan,

&l



(4) Kewanjiban PIHAK KEDUA:

o Menandatangani Pakta Integritas yang menyatakan bahwa Hibah yang
diterima  akan digunakan sesuai dengan Naslkah Perfanjinn Hibah
Daerah;

b Melaksanakan penatausahaan penggunann Dana Hibah Daerah seaunl

‘ dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

¢ Mempertanggungiawabkan atas Dana Hibah yang dikelola sebagaimana

dimaksud dalam Pasal | dan Pasal 2.

Pasal 4
MEKANISME PENCAIRAN DANA HIBAH

- m‘mryt Hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA
kan dengan cara ditransfer langsung dari Kas Daernh Pemerintnh
e Mﬁiwin k@l t'e}k'@hlh; Hibl‘h Pilkada yang dikelola oleh

M‘E mm_lnd_atlngml Berita Acara Serah
%mgen;gjﬂlun permohonan kepada PIHAK

:
ibah Dacrah; .

,wpm'nni-l;nn dana hibah;
ﬂ bermaterai cukup yang telah

‘wuq ﬁbu mplahl dan/a @an
ntun "‘Wmﬁkut‘_ :




| Tahap | (satu) dengan persentise A0 % (empat puluh persen) darl
nilai hibah tahun anggaran 2020 atau sebesar Rp. A.780 724 BOO = "
(Empat milyar tujuh ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puliuh
dua ribu delapan ratus ruplah), dan dienirkan paling lambat 4
(empat belas) bari kerja setelah penetapan Dokumen Peluknsanaan
Anggaran Tahun Anggaran 2020,
2. Tahap Il (dua) dengan persentase 50 % (lima pulub persen) dur i ilad
~ hibah tahun anggaran 2020 atau sebesar Rp. 6975903 8060, (Limad
ilyar Sembilan ratus twjuh puluh lima futa Sembilan ratus tiga ribud
(s rupiak), dan dicairkan paling Jambat 4 (empat) bulan
ri pemungutan suara;
dengan persentase 10 % (sepuluh persen) dar) il
anggaran 2020 atau sebesar Rp. 1.195. 180 700, (safu
Sembilan puluh lima juta seratus delaparn pulih rib
da_q dicairkan paling lambat | (satu) bulen

N DAN PELAPORAN !
atas penggunann uang
hqghmnl dimaksud dalam pasal
serundang-undangan yang berlalkg

] w dengan program  doan

i laporan penggunaan Dana Hibah
d pada ayat (1] cukan paling lambat 3 (tiga)
lan pengesahan p ngangkatan calon terpihli kepo i
mbalikan sisa Dana Hibah kegiatan peunlibon
pengusulan pengesahan pengangkataf
ISATU melalul Kas Daerah
'}
4
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Pasal 6
JANGKA WAKTU

{ Perjanjian hibah ini berlaku terhitung sejak dimulainya tahapan Pemilihan
Gubernur/Bupati/Wali Kota sampai dengan tahapan setelah pengusulan

. pengesahan pengangkatan calon terpilih Kabupaten Pelalawan Tahun 2020.

Pasal 7
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

(1) Keadaan kahar (force majeure) antara lain termasuk kebakaran. ledakan,
; bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya,
uru-hara, perang, perselisihan, buruh, pemogokan, kebijakan

yang gerkena kcadaem kahar (force
ritahuan tertulis kepada
in keadaan kahar (force
ﬂapat dipercasra atas

sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui
A
mmbawahl wilayah hukum Kabupaten Pelalawan.
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Pasal 9
LAIN-LAIN

!
(1) PIHAK KEDUA dapat melaksanakan pengadaan kebutuhan barang dan

3 | . . .
jasa sebagaimana dimaksud dalam Rencana Kerja Anggaran/Rencuna

Anggaran Biaya sepanjang kebutuhan barang dan jasa tersebut diatur

dalam peraturan perundang-undangan lainnya atau dibutuhkan untuk

mendukung pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Bupati Pelalawan Tahun

2020.

I (2) Apabila sampai dengan berakhirnya tahapan kegiatan penyclenggaraan
pemilihan Gubernur/Bupati/Wali Kota Tahun 2020 masih terdapat sisa

ana Hibah Daerah pada PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA wajib

retork s”qpenuhnya ke Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten

alui Rekening Kas Umum Daerah Nomor 112.02.00210

cepri Cabang Pangkalan Kerinci.
olaz  Rekening Dana Hibah pada PIHAK KEDUA

g duﬁa;n Pemilihan Susulan atau
U wajib mengalokasikan anggaran




Pasal 11
. PENUTUP ; :
3 Perjanjian ini dibuat dan ditandantangani oleh PARA PIHAK pada hagi,

bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian 1;1

tanggal,
sing-masing mempun i -‘

dibuat dalam rangka 2 (dua) bermateral cukup ma

K kelkuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA PIHAK KESATU
BUPATI PELALAWAN

KETUA BAWASLU KAB. PELALAWAN
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